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WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGK.A RAYA 
NOMOR 63 TA HUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALJKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang : bahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan clan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Menginga t : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1965 tentang Pcmbentukan 
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75., Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rep1.1blik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 



--- ---

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'I'ahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint.ah Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor l30, Tambahan Lemban:m Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lentang Badan 
Penyelenggaraan Jan1inan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-U11dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahai1 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerinr.a.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang 



15. PcraLuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pcraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tah1.1n 2005 tentang Bantuan 
Keuanga.n Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah1.1n 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4513), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubaha.n 
Kedua Atas Peratura.n Pemerintah Nomor 29 Tahun 200S 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6177); 

17. Peratura11 Pemerintah Nomor 55 Tahu.n 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembara11 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 137, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnfonnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang 
Pc1ubahan at.as Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah1.1n 2005 
tentang Sistem Informasi Kcuar1gan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

J 9 . Peraturan Pemeri.ntah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 



21. Pcraturan Pemcrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 5161); 

22. PcraLuran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 I 2 ten tang Hiba h 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemcrinlah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dae rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tcntang Jaminan 
Kecela.kaan Kcrja dan Jaminan Kernatian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5740), sebagairnana diubah dengan Peraturan 
Pemerin tah Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jami.nan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2017 
Nomor 317 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6176); 

26. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 I 9 tentang Perubahan Atas 
Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah1..1n 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentan.g 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten.tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten.tang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamin.an Kesehal.an Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

32. PeraLuran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 kntang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 199); 

33. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahtm 2018 ten.tang Jamin.an 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 75 Tahun 2019 ten.tang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehaLan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah bebarapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten.tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bcrsumbcr 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 



37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 ten tang 
Biaya Operasioanal dan Biaya Pendukung Pcnyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untttk Kepenti.ngan 
Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1120); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 64 Tahun 2013 ten tang 
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemeril1tah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Progran1 Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744), sebagaimana diubal1 dcngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas 
Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoma.n Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan 
Laporan Pertanggungjawaban Peng,,0 1..maan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 198); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah 
Diubah dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
Hukun1 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengclolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Keschatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Pada Fasilit.as Kesehatan Tine:kat Pertama Milik Peme.rintah 



44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil 
Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 

45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 ten tang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan 
Pdayanan Keschatan Masyarakat (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500); 

46. Peratumn Mentcri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tcntang 
Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada 
Sadan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air 
Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1399); 

47. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 r.entang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 197); 

48. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 ten tang 
Penyediaan, Pencairan dan Pcrtanggungjawaban Juran .Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminun Kematian yang Bcrasalal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

49. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasio11al (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tcntang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tal1un 2019 Nomor 1447); 

52. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 



:'53. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Ta.hun 2010 Nomor 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana 
tel.ah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4); 

54. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya 8); 

55. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3); 

56. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 
ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya 2); 

57. Peraluran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tah1.m 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

58. Peraturan Dacrah Kota Palangka Raya Norn or 6 Tahun 2019 
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2); 

59. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 19); 

60. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2017 
ten.tang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
Oe,w::,n Pe,rw::,kil::in R::ikv::it n::i.,r::,h Kota Palarnika Rava (Bcrita 



-- --- ---

61. PeraLuran Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahtin 2018 
tentang Analisis Setandar Belanja Pemerintah Kota 
Palangka Raya (Serita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 
Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Palangka Raya Nomor 28 Tahun 2019 tent.ang 
Perubahan atas Pcraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 
Tahun 2018 ten tang Analisis Setandar Belanja Pemerintah Kota 
Palangka Raya (Serita Daerah Kola Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 28; 

62. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 
tent.ang Rencana Kerja Pemcrintah Daerah (RKPD) Kota 
Palangka Raya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEN,JABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T/\HUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Pcmerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerint.ah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2 . Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 
ht1kum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerint.ahan dan kepentingan masyarakat setcmpat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4 . Kcpala Daerah adalah Walikot.a Palangka Raya. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
I .............. 1-. .... -,,., n.-..-~.,..,1,...:1 .... - 0 ..... 1 ....... ,...+ T'\,...a. ...... 'h ,.T ............. h..:.•-l..-uA,,~,,v~..... c,,--.h-:,rr-oi 11n c:-,1r 



6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kcpala Daerah 
yang karena jabatannya mernpunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah. 

7 . Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Perangkat 
Daerah pada Pcmerintah Daerah yang melaksanakan Un1san Pemerintahan 
Daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pe.ngelolaan Kcuangan Daerah. 

9 . Unit Perangkat Daerah adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 
1 (satu) atau beherapa Program. 

10. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
Perangkat Dacrah yang dipimpinnya. 

11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

12. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik Daerah. 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang bertugas menyiapkan dan mclaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
Pejabat pada unit kerja Pcrangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau 
beberapa kegiatan dari suat\.1 progran1 se.suai dengan bida.ng tugasnya. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnyo disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 



20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerim menyimpan, 
membayarkan, mcnatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat 
Daerah . 

2 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pcgawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemcrintah dengan Pcrjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 
berdasarkan Peraturan Pe1undang-Undangan. 

22. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Dacrah. 

23. Urusan Pemcrintahan Pilihan adalah Unisan Pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai potensi dimiliki Daerah. 

24. Pelayana.n Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 
warga Negara. 

25. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan muttt 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang bcrhak 
diperoleh setiap warga Negara secara minimal. 

26. Badan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 
yang diterapkan oleh saluan organisasi perangkat daerah atau unit satuan 
organisasi perangkat daerah pada satuan organisasi perangkat daerah da lam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibililas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari kctentuan 
Pengclolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

27. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan 
hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan Daerah. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang mastlk ke kas Daerah. 

31 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
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34. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupun nonfisik yang merupakan t1rusan Dacrah. 

35. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daernh penghasil 
berdasarkan angka persentase terlentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

36. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapat.an APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi . 

37. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepa.da Daerah terlentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

38. Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yang diakui 
sebagai pcngurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

39. Pembiayaan Daerah adalah semua pencrimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada t.ahun-tahun anggaran berikutnya. 

40. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang m<.-ngakibatkan da.erah 
menerima sejumlah 1.1ang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak 
lain schingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

41. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bcntuk investasi Pemerintah Daeral1 
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum 
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga 
dan pengembalian pokok pinjaman. 

42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangi.1nan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

43. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi a.tau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat 
berupa pengeluaran ata.1.1 konsumsi asset a.tau timbulnya kewajibai:1. 

44. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai denga.n uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. 

t . f . - • • •. 



46. Surplus Anggaran Daerah adaJah selisih lebih antara pcndapatan Dacrah dan 
bdanja Daerah. 

47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan 
belanja Daerah. 

48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 
periode angga.ran. 

49. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ckonomis seperti 
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daJam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

SO. Utang Daerah adalah jumlaJ1 uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapal dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah. 

51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adaJah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

52. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, sclanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

53. Kebijakan Umum Al1ggaran Pcndapatan dan Belaja Daerah yang selanjutnya 
disingkat KUA-APED adalah dokumen yang memuat kcbijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode l (satu) tahun. 

54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggara.n yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
pen:yusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. 

55. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Dacrah, yang selanjutnya 
disingkat RKA- PD adalah dokumen yang memuat rt:ncana pendapatan 
dan bclanja Perangkat Daerah atau dokumen yang 1nem1..\al.. rencana 
pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan Rancangan APBD. 

56. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
bcrdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan 
mempertimbangkan implika.si biaya akibat keputusan yang bersangkutan 
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 



58. Penganggaran Tcrpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegia tan pemerintahan yang didasarkan pada 
p rinsip pencapaian efisicnsi alokasi dana. 

59. Fungsi adalah perw1.tjudan tugas kepemerint.ahan di bidang tertcntu yang 
dilaksana.kan dalam rangka mencapai tujuan pcmbangunan nasional. 

60. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi pera.ngkat 
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah . 

6 1. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
tenllrur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sun1ber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 
kombinasi dari beberapa atatl semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
n1asukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

62. Kegia tan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 
untuk masa lebih dari 1 (s atu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahun jamak. 

63. Kcluaran (output) ada.lah bara.ng atau jasa yang dihasilkan oleh kcgiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 

64. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

65. Sa.saran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari s uatu kegiatan. 

66. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

67. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

68. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpana.n 
uang Daerah yang d itentukan oleh Kepa1a Daerah untuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan mcmbayar selunlh Pengeluaran Daerah 
pada Bank yang ditet.apkan . 

69. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat 
DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pcrangkat 
Daerah at.au dokumen vang memuat oendaoatan. belania dan Pcmbiayaan 



70. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bcrsumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 
yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap ~riode. 

71 . Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan terscdianya dana sebagai dasar penerbitan surat 
permintaan pembayaran ata.s pelaksanaan APBD. 

72. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

73. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam 
jumlah tertentu yang dibcrikan kepada bendahara pengeluaran untuk 
membiayai Kegiatan operasional pada satuan organisasi perangkat daerah/unit 
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pcngeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mclalui mekanisn1e 
pembayaran langsung. 

74. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 
Langsung kepada bendahara pengeluaran / penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas dan/ a.tau surat perintah kerja lainnya melalui 
pcnerbitan surat perintah membayar langsung. 

75. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 
uang n1uka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/hendahara 
pengeluaran pernbantu untuk mernbiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
yang tidak cukup didanai dari lJP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

76. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan untuk penerbitan s1.1rat perintah pencairan dana atas baban 
pengeluaran DPA PD. 

77. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 
a tas bahan pengeluaran DPA PD yang dipcrgunakan sebagai UP untuk 
mendanai Kegiatan. 

78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjumya disingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA PD yang dananya 
dipergunakanuntuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

79 . Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 
atas bahan pengeluaran DPA PD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 
mcnggunakan LS dan UP. 

80. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah 
dokumcn yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 



82. Barang MiJik Daerah adalah semua b.u-ang yang dibeli atau dipcroleh at.as 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

83. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai 
tugas dan fungsi mclakukan pengendalian mela.lui audit dan evaluasi, untuk 
menja.min agar pelaksanaa.n kebijakan pengclolaan keuangan daerah sesuai 
dengan rencana dan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB II 
PEN,JABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 2 

Penjabara11 APBD berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

l. Pendapatan Rp. l .220.703.841.518,60 
a . Penda.patan Asli Daerah Rp. 173.011.638.738,69 

- Pendapatan Pajak Daera.h Rp. 101.082.450.559,00 
- Hasil Retribusi Daerah Rp. 15.750.000.000,00 
- Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Rp. 5.134. 733.934,00 
- Dipisahkan 
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 51.044.454.245,69 

b. Dana Perimbangan Rp. 905.875.661.000,00 
- Dana Alokasi Umum Rp. 680.283. 100.000,00 
- Dana Alokasi Kuhus Rp. 180. 175. 137.000,00 
- Bagi Hasi!Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 45.417.424.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 14 J.816.541.779,91 
- Penda.patan Hi bah Rp. 3.000.000.000,00 
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Rp. 93.982.277.779,91 

Pcmerinlah Daerah Lainnya 
- Dana Inscntif Dacrah (DID) Rp. 44.834.264.000,00 

2 . Belanja Daerah Rp. 1.246.639.925.329,34 
a . Bclanja Tidak Langsung Rp. 633.033.186.610, 14 

- Belanja Pegawai Rp. 579.235.741.471,33 
- Bclanja Bunga Rp. 1.520.000.000,00 
- Belanja Hibah Rp. 19.751.217.775,00 
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.255.000.000,00 
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Rp. 1.249 .044.744,13 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
- Bclanja Tidak Terduga Rp. 18.022.182.619,68 

- . - --- -- - - ----



3. Pcmbiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Scbelumnya 

b. Pengeluaran Pcmbiayaan Daerah 
- Penyertaan Modal (Tnvestasi) Pemerintah 

Daerah 
- Pembayara.n Pokok Utang 

Pembiayaan Netto 
Sii.a Lebih Pen1biayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan 

Pasal3 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

-------

25.936.083.810,74 
37.436.083.810,74 
.37.436.08-1.810, 74 

11 .500.000.000,00 
10.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 
25.936.083.810,74 

0,00 

Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian lidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Pclaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat 
Daerah (DPA-SOPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan Perundang­
Undangan yang berlaku. 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal, 31 Descmber 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

J~ 
HERA NUGRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2019 NOMOR 63. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal, 31 Desember 2019 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

FAIRID NAPARIN 


